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The title of this wrtting is the Implementation of Land Ownership Registration 
Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bengkayang Regency, 
West Kalimantan. This study aims to see the implementation of registration of land 
titles through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Bengkayang 
Regency, West Kalimantan. This type of research is empirical legal research, which 
is research based on social facts and conducted directly on respondents to obtain 
data on the implementation of complete systematic land registration in Suka Maju 
Village, Sungai Betung District, Bengkayang Regency. The conclusion of this 
research is that the implementation of PTSL in 2019 is in accordance with the 
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the 
National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land 
Registration and 19 (nineteen) respondents as participants in the systematic land 
registration program have obtained certificates of right to soil. 
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A. Latar Belakang Masalah 
            Tanah merupakan salah satu sumber daya yang mempunyai peran 
penting dalam kehidupan manusia karena mengandung berbagai macam 
kekayaan alam yang dimanfaatkan manusia sebagai sumber untuk 
keberlangsungan hidup masyarakat sehingga dalam penggunaan dan 
pemanfaataannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat namun kelestarian terhadap tanah itu sendiri harus tetap terjaga 
kelestariannya.1 Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, 
sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa bumi, air dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 
Negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai 
tugas dan wewenang untuk mengatur dan menata kegunaan serta mengenai 
nilai-nilai yang terkandung pada tanah dalam upaya menata struktur 
pertanahan yang berkeadilan dan berwawasan kesejahteraan. Hal tersebut 
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tentang hak menguasai negara 
atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada didalamnya.2  
                                                          
1 Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, 
Malang, hlm. 1. 




            Tanah merupakan faktor produksi utama yang harus berada dibawah 
kekuasaan Negara3 dan memiliki peran penting dalam pembangunan 
nasional melalui bidang agraria, maka diperlukannya suatu dukungan dari 
Negara untuk memberikan kepastian hukum terhadap penguasaan dan 
kepemilikan tanah untuk masyarakat,4 berupa kepastian hak atas tanah 
sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah.5 Hal 
tersebut juga secara tegas diamanatkan dalam Undang-undang Pokok 
Agraria yaitu: 6   
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran 
tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 
yang diatur dengan peraturan pemerintah.”  
 
Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan 
tersebut menjadi dasar pemerintah untuk melakukan kegiatan pendaftaran 
tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia7 guna menjamin kepastian 
hukum.  Pendaftaran Tanah pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan 
yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan 
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian 
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta, daftar 
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk 
                                                          
3 CST Kansil dan Christine ST.Kansil, 1997, Hukum Tata Negara Republik 
Indonesia,Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20 
4 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenadamedia Group, Jakarta, 
hlm. 282. 
5 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang 
Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hlm. 582. 
6 Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Praturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. 




pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah 
ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang 
membebaninya.8  
Pesatnya pembangunan sering kali mengakibatkan terlupakannya 
unsur keadilan dibidang pertanahan yang mengakibatkan terjadinya 
masalah-masalah dibidang pertanahan bahkan konflik agraria,9 sehingga 
memperkuat keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997  yang 
menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah diseluruh 
Wilayah Republik Indonesia.10 Di sisi lain keberadaan peraturan tersebut 
memiliki tujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada setiap 
pemilik hak atas tanah dengan mewajibkan mendaftarkan tanah miliknya, 
dan memberikan kepastian hak yang paten dalam bentuk sertifikat tanah 
resmi yang diakui pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir 
terjadinya persengketaan tanah di kemudian hari.11 Hal yang dimaksud 
dengan kewajiban mendaftarkan menurut Undang-undang Pokok Agraria  
ialah kegiatan yang meliputi:12 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
 
                                                          
8 Pasal 1 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
9 Boedi Harsono, Op. Cit., hlm. 296. 
10 Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 153. 
11 Yusnita Rachma, 2019, Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran Di Kelurahan Wonoharjo Kecamatan Pangandaran 
Kabupaten Pangandaran, Jurnal MODERAT,Volume 5, Nomor 4, November 2019, Universitas 
Galuh, Ciamis, hlm 519-529. 





Dengan demikian maka kegiatan Pendaftaran tanah merupakan persoalan 
yang sangat penting karena pendaftaran tanah merupakan awal proses 
lahirnya sebuah bukti kepemilikam hak atas tanah berupa peta-peta 
pendaftaran, surat-surat ukur, keterangan dari subyek hukum yang berhak 
atas tanah yang bersangkutan, status dari pada haknya, serta benda-benda 
apa saja yang berada diatas tanah tersebut.13  
Pelaksanaan pendaftaran tanah pada umumnya dilakukan dengan 
dua bentuk kegiatan yaitu kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dan 
kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis, hal tersebut sebagaiman diatur 
dalam Pasal 1 butir 10 dan Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kegiatan pendaftaran tanah secara 
sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertamakali yang 
dilakukan secara aktif dan/atau secara langsung oleh pihak (individu) yang 
memiliki tanah atau menguasai  tanah untuk melakukan pendaftaran tanah, 
sedangkan pendaftaran tanah secara sistematik merupakan kegiatan 
pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah (Badan Pertanahan 
Nasional) sebagai pelaksana dibantu oleh sebuah panitia independen.14 
Melalui kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang menunjukan 
suatu upaya melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam program 
pensertifikatan tanah masal yang dilakukan oleh pemerintah, dimana 
                                                          
13 Supriadi, Op. Cit., hlm. 152. 




program ini merupakan program nasional untuk meningkatkan pelayanan 
bidang petanahan.  Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria 
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL merupakan kegiatan 
Pendaftaran Tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara serentak bagi 
semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
dalam satu wilayah yang meliputi Desa/Kelurahan atau nama lainnya, yang 
mana kegiatanya meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis 
mengenai satu atau beberapa obyek Pendafataran Tanah untuk keperluan 
pendaftarannya.15 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 
merupakan kegiatan pendaftaran tanah yang melibatkan pemerintah, yang 
memiliki tujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan 
perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, 
cepat, lancar, aman, adil, merata, dan terbuka serta akuntabel, sehingga 
dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan 
ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik 
peratanahan. 
Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu wilayah administratif 
yang berada di provinsi Kalimantan Barat dengan luas wilayah 5.396,30 
Km2 atau  setara dengan 3,68 %  dari luas wilayah Provinsi Kalimantan 
                                                          
15 Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 




Barat. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten 
Bengkayang mencapai 251.320 jiwa yang sebagian besar menggantungkan 
hidupnya dari hasil pertanian dan perkebunan baik berupa komoditi pangan 
dan non pangan sehingga untuk memberikan rasa aman dan perlindungan 
atas tanah yang dimiliki, maka pemerintah dalam hal ini Kantor Pertanahan 
Kabupaten Bengkayang yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan, 
pengaturan, penataan dan pengendalian pertanahan serta sebagai sumber 
informasi pertanahan, mendapat mandat oleh Negara dan undang-undang 
untuk merealisasikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.   
Pada tahun 2019 Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang, 
Kalimantan Barat mendapatkan target 2500 bidang lahan untuk dilakukan 
pendaftaran hak pertama kali atas lahan-lahan milik masyarakat melalui 
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang 
pendistribusiannya ditargetkan selesai pada tahun 2019.16 Pada reliasasinya 
dilapangan, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mengalami 
beberapa permasalahan sehingga pelaksanaanya kurang efektif. 
Berdasarkan dari problematik hukum tersebut diatas maka mendorong 
peneliti untuk melakukan penelitian dengan Judul PELAKSANAAN 
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI 
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI 
KABUPATEN BENGKAYANG, KALIMANTAN BARAT. 
                                                          
16 Kalimantan Today, PTSL Bengkayang Ditargetkan Selesai Bulan September, 
https://kalimantantoday.com/2019/07/28/ptsl-bengkayang-ditargetkan-selesai-bulan-september/, 





B. Rumusan Masalah 
            Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka 
rumusan masalah adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran hak milik atas 
tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten 
Bengkayang, Kalimantan Barat? 
 
C. Tujuan Penelitian 
            Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan 
pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
            Manfaat penelitian ini terdiri dari: 
1. Manfaat teoritis 
            Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
hukum pada umumnya dan ilmu hukum di bidang pertanahan pada 
khususnya. 
2. Manfaat praktis 
            Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para 
pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu: 
a. Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang Kalimantan  Barat, agar 




Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 
tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk mewujudkan 
tertib administrasi pertanahan.  
b. Masyarakat, agar segera mendaftarkan tanahnya apabila tanah yang 
dimiliki belum mempunyai sertipikat kepemilikan hak atas tanah, 
karena sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. 
c. Masyarakat khususnya yang sedang dan akan mengikuti 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), agar memahami 
tentang peraturan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL). 
d. Penulis, agar menambah pengetahuan penulis dalam memahami 
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap dan sebagai syarat kelulusan dalam 
jenjang Strata-1. 
 
E. Keaslian Penelitian 
            Penelitian hukum yang berjudul Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 
Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di 
Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat merupakan keaslian peneliti 
sendiri. Karya ini merupakan hasil buah pikiran penulis dan bukan plagiasi. 
Sebagai pembanding ada tiga penulisan hukum yang membedakan dengan 




1. Anggita S R Tarigan, NPM: 140511714, Fakultas Hukum Universitas 
Atmajaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Milik Atas Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap Di Kota Medan. Rumusan masalahnya adalah 
apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah telah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 
Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Medan dan 
adakah hambatan dalam pelaksanaannya? 
Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kegiatan PTSL di Kelurahan 
Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan telah dilakukan 
sesuai dengan peraturan yang ada dari tahap awal penentuan lokasi 
sampai dengan tahap serah terima sertipikat. Hambatan yang timbul 
dalam kegiatan ini adalah beberapa masyarakat acuh tak acuh dalam 
menentukan patok batas tanah milik responden, sehingga dalam proses 
pengukuran terjadi hambatan yang mengulur waktu lebih lama dari 
target yang sudah ditentukan, dan hambatan lainnya ialah ada beberapa 
responden yang tidak membayar BPHTB sehingga tidak diambilnya 
sertipikat yang sudah dibukukan oleh Badan Pertanahan Nasional yang 
mengakibatkan terjadinya penumpukan sertipikat di Kantor Pertanahan 




2. Britha Mahanani Dian Utami, NPM: 100510321, Fakultas Hukum 
Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2018. Judul Pelaksanaan 
Pendaftaran Hak Milik melalui Proyek Operasi Nasional Agraria dalam 
Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Bantul. Rumusan 
masalahnya adalah apakah pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 
melalui Proyek Nasional Agraria pada tahun 2010 di Kabupaten Bantul 
telah mewujudkan kepastian hukum? 
Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik 
melaui Proyek Nasional Agraria di Kabupaten Bantul telah dilaksankan 
sesuai dengan hukum dan telah mewujudkan kepastian hukum. 
3. Lintang Asih Kusumawardhani, NPM: 130511311, Fakultas Hukum 
Universitas Atmajaya Yogyakarta, tahun 2017. Judul Pelaksanaan 
Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk 
Mewujudkan Tertib Administrasi di Kota Yogyakarta. Rumusan 
masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan peralihan Hak Milik atas 
tanah karena jual beli di Kota Yogyakarta? dan apakah pelaksanaan 
pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kota 
Yogyakarta sudah mewujudkan tertib hukum administrasi pertanahan? 
Hasil penelitiannya adalah dalam pelaksanaan peralihan Hak Milik atas 
tanah karena jual beli tanah di Yogyakarta pada tahun 2016 sudah sesuai 
dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah dan pelaksanaan pendaftaran peralihan Hak 




sepenuhnya mewujudkan tertib administrasi hukum pertanahan 
berdasarkan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
            Berdasarkan ketiga skripsi yang dibandingkan oleh Penulis, maka 
dapat dirunut bahwa meskipun ketiga skripsi tersebut memiliki tema yang 
hampir sama dengan judul penulisan hukum ini, namun ketiga contoh 
skripsi tersebut memiliki perbedaan, dimana dalam skripsi pertama yang 
dibuat oleh Anggita S R Tarigan perbedaannya terletak pada fokus 
penelitian yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Atas 
Tanah Secara Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria 
Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis serta 
hambatan dalam pelaksanaannya, sedangkan penulis berkaitan dengan 
pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah melalui program Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 
berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap. Perbedaan dalam skripsi kedua yang dibuat oleh Britha 
Mahanani Dian Utami adalah mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik 
Atas Tanah melalui Proyek Operasi Nasional di Kabupaten Bantul, 
sedangkan yang ditulis penulis mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Hak 
Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di 




yang di buat oleh Lintang Asih Kusumawardhani terletak pada objek yang 
diteliti dimana penulis tersebut meneliti tentang Pelaksanaan Pendaftaran 
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Untuk Mewujudkan 
Tertib Administrasi, sedangkan penulis meneliti tentang pendaftaran tanah 
Hak Milik Atas Tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
Persamaannya ialah terletak pada pendaftaran hak milik. 
 
F. Batasan Konsep 
1. Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, 
cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan 
sebagainya).17 
2. Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah rangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, 
berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, 
pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah 
dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 
atas saturan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.18 
3. Hak milik atas tanah menurut Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 
5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah 
                                                          
17 KBBI, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan, diakses 10 September 2020. 




hak turun-temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas 
tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.19 
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menurut Pasal 1 angka 2 
Peraturan  Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
adalah kegiatan pendfataran tanah untuk pertama kali yang dilakukan 
secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah untuk pertama kali 
yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di 
seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wlayah Desa/Kelurahan 
atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 
pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa 
objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.20 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
            Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum 
Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang berfokus 
pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data 
utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder. 
2. Sumber Data 
                                                          
19 Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria 
20 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 




            Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah 
data primer dan data sekunder yang terdiri atas:  
a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 
responden sebagai data utama dan didukung oleh narasumber yang 
berkaitan dengan pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah 
melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di 
Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. 
b. Data sekunder terdiri atas: 
1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari 
peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan 
hierarki,21 yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain: 
a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 
b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok agraria atau UUPA; 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah; 
d) Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 
e) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 
                                                          
21 Jonaedi efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan 




2) Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh 
dari buku, jurnal, internet dan hasil penelitian dan juga data yang 
diperoleh dari wawancara dengan narasumber. 
3. Cara Pengumpulan Data 
a. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang telah tersusun secara 
kronologis dari umum mengarah pada khusus untuk diberikan 
kepada responden. 
b. Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal ditujukan kepada 
narasumber, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 
informasi. 
c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. 
 
4. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkayang, Provinsi 
Kalimantan Barat. Untuk menentukan lokasi penelitian penulis 
menggunakan metode purposive sampling. Metode purposive sampling 
yaitu metode untuk memilih tempat penelitian berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tertentu berdasarkan tujuan penelitian.22. 
Di mana dari 7 (tujuh) kecamatan tersebut diambil 1 (satu) kecamatan 
untuk dijadikan lokasi penelitian secara purposive yaitu Kecamatan 
Sungai Betung yang menjadi tempat dilaksanakannya Pendaftaran 
                                                          




Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang. Kecamatan 
Sungai Betung terdiri dari 4 (empat) Desa dan diambil 1 (satu) Desa 
secara purposive yaitu Desa Suka Maju, jadi lokasi dalam penelitian ini 
adalah di Desa Suka Maju, karena  tempat dilaksankannya Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang. 
5. Populasi dan sampel 
a. Populasi adalah keseluruhan obyek atau himpunan dengan ciri yang 
sama.23 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu, atau 
tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian 
ini adalah masyarakat yang melakukan pendaftaran  Hak Milik 
melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 
2019 yaitu di Desa Suka Maju yang berjumlah 125 (seratus dua 
puluh lima) orang pemilik tanah yang diperoleh secara pewarisan.  
b. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang terdiri dari anggota-
anggota populasi yang terpilih. Sampel dalam penelitian ini diambil 
secara purposive 15% dari populasi yaitu 19 (sembilan belas) orang 
pemilik bidang tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. 
6. Responden dan Narasumber 
a. Responden 
                                                          
23 Sunggono Bambang, 1997, Metodelogi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Prenada, 




Responden adalah subyek yang dalam penelitian yang telah 
ditentukan berdasarkan penentuan sampel dan jumlah sampel yang 
representative. Responden dalam penelitian ini adalah pemegang 
surat keterangan tanah yang mengikuti Pendaftaran Tanah 
Sistematis Lengkap di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, 
yang diambil secara random sampling, jadi total responden dalam 
penelitian ini berjumlah 19 (sembilan belas) orang yaitu 15% dari 
125 (seratus dua puluh lima) orang pemilik bidang tanah yang 
mengikuti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tahun 2019 
di Desa Suka Maju. 
b. Narasumber  
Narasumber adalah seseorang yang karena keahilannya 
profesi atau jabatannya yang memberikan jawaban atas berupa 
pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum. 
Narasumber dalam penelitian ini adalah: 
1) Bapak Banu Subekti, S.H selaku Kepala Kantor Pertanahan, 
2) Bapak Muhamad Walid, S.SiT, M.H selaku Ketua Panitia 
Ajudikasi, 
3) Bapak Markas selaku Kepala Desa Suka Maju. 
   
7. Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 




memahami dan merangkai data-data yang dikumpulkan secara 
sistematis dan terstruktur sehingga dapat diperoleh gambaran yang 
mengenai keadaan yang diteliti. Metode berpikir yang digunakan dalam 
menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif yang proses 
berpikir dari hal-hal yang khusus menuju kesimpulan yang bersifat 
umum.24 
 
H. Sistematika Penelitian 
Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi: 
BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, 
batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel pertama, 
konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian berdasar analisis data. 
BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan (jawaban dari 
rumusan masalah) dan saran yang berguna bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang pendaftaran tanah sistematis 
lengkap. 
                                                          








Berdasarkan pembahasan dan analisis data sebagaimana yang 
diuraikan dalam BAB II, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
pendaftaran hak milik atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sudah 
berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran 
Tanah Sistematis Lengkap, dimana pelaksanannya sesuai dengan Pasal 4 
ayat (4) yang meliputi tahapan perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, 
pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas, 
penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, 
penelituan data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan 
data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan 
pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertipikat hak atas tanah, 
pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan hingga tahap pelaporan 
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang. Seluruh responden yang 
berjumlah 19 (sembilan belas) orang telah mendapatkan sertipikat dengan 
syarat, responden harus menyerahkan surat-surat bukti kepemilikian yang 
aslli dan membuat surat pernyataan BPHTB dan/atau PPh terutang. Hal 
tersebut dikarenakan seluruh responden tersebut tidak/belum mampu 




B. Saran  
Setelah melakukan penelitian di Desa Suka Maju kecamatan Sungai 
Betung Kabupaten Bnegkayang penulis menyarankan kepada pemerintah 
Kabupaten Bengkayang untuk segera memberi tanggapan atas permohonan 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang agar BPHTB 
masyarakat sebagai peserta PTSL tidak tercatat sebagai BPHTB terhutang 
dan bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan lagi partisipatifnya untuk 
mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar 
kedepannya dapat membantu dan melancarkan program Pendaftaran Tanah 
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